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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil, agar tujuan tersebut dapat 

direalisasikan perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. 

Saat ini penghasilan terbesar Negara Indonesia adalah diperoleh melalui pajak.1 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah 

yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyelenggarakan 

kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan-kepentingan 

individu, seperti kesejahteraan, keamanan dan ketertiban, jadi dimana ada 

kepentingan masyarakat, disitu timbul untuk dipungutnya pajak. Dengan 

demikian, pajak merupakan bagian dari kepentingan umum.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

menerus

“Pemerintah Terus Genjot Penerimaan Pajak”, Berita Pajak, http://www.pajak.go.id, 12 Maret 2008.

1

http://www.pajak.go.id
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gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas pemerintah.

Pemerintah berupaya keras untuk merealisasikan target penerimaan 

pajak tahun 2008. Diijen Pajak, Darmin Nasution mengatakan akan mengambil 

beberapa langkah untuk mendongkrak penerimaan pajak, di antaranya dengan 

memanggil perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor komoditas yang saat 

ini sedang booming sudah dilakukan.3 Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

mengungkapkan bahwa setoran pajak 2008 diharapkan mencapai Rp 500 triliun.

Menteri keuangan, Sri Mulyani sendiri menilai bahwa angka itu masih 

bisa bergerak dari sisi penerimaan migas. APBN 2008 menetapkan target 

penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 569,97 triliun, jumlah itu terdiri dari

PPh sebesar Rp 305,96 triliun, dari PPh Migas Rp 41,65 triliun, dan PPh non

migas Rp 264,31 triliun. Pajak lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

senilai Rp 187,63 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 24,16 triliun, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp4,85 triliun, cukai Rp 

44,43 triliun, dan pajak lainnya Rp 2,94 triliun. Presiden SBY juga mengatakan 

meski situasi ekonomi global tidak bersahabat, sejak 2006 penerimaan pajak terus 

meningkat. Ini menunjukan ada kebangkitan sektor riil, pertumbuhan ekonomi, 

dan perbaikan kinerja Diijen Pajak.4

2 Adriani, Dalam buku Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia, Celakan Kedua, 2000, Salemba Empat* 
Jakarta, halaman 2.

’ “Pemerintah Terus Genjot Penerimaan Pajak”, Berita Pajak, http://www.pajak.go.id, 12 Maret 2008 
Sumatera Ekspres, “Pajak digenjot Rp. 523,5 triliun, 9 Maret 2008

http://www.pajak.go.id
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Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus 

ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat 

serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan 

sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya 

tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana 

mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu 

menunjukkan jumlah yang semakin besar. Sebagai kajian, Pada tahun 2003, 

Dispenda DKI Jakarta menyebutkan adanya 779 wajib pajak yang menunggak 

pajak yang meliputi pemilik hotel, restoran, usaha hiburan dan reklame dengan

total tunggakan mencapai Rp 58 miliar akumulasi dari tahun 1987. Jumlah

tersebut terdiri dari tunggakan pajak 49 hotel dengan nilai total Rp 26,1 miliar,

407 restoran dengan nilai Rp 20,3 miliar, 256 usaha hiburan dengan nilai Rp 10,1 

miliar dan 65 usaha reklame dengan nilai Rp 1,25 miliar.5

Kasus lainnya yaitu berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan (KP-PBB) di Kota Bogor, hingga April 2007 terdapat 50

perusahaan besar yang menunggak membayar pajaknya hingga mencapai Rp 

44.721.986.000. Ke-50 perusahaan penunggak PBB terbesar tersebut antara lain

5 “Hotel dan Restoran Penunggak Pajak Rp. 14.6 Milyar di Periksa” http://www.sinarharapan.co.id, 12 Juni 2003.

http://www.sinarharapan.co.id
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Bogor Golf Club (BGC) sekitar Rp 2 miliar, PT. Bogor Internusa Rp 1 miliar, 

Hotel Pangrango 2, PT. Bangun Adigraha, Ny. Musa Hamengkubuwono IX, 

Perusahaan Pengelola Aset di Bogor Nirwana Residence, Pakuan Putra Mas, PT 

Telaga Herang, Surya Mas Duta Makmur, Yayasan Bina Niaga, Ivone Ingrid Gill, 

Umar Said Bajener, dan Vila Intan Pakuan, Sarana Niaga Sejahtera, Suyanto 

Buana, Bumi Upaya Griya, Sunda Kaya, Tanu Heriyanto, Paoline Setiawan, 

Endang Mokodompit, Surya Dharma, Sariah Sitorus Bako, Jusni Johan, Asrama 

(Unisba), Kandaga Kencana. Berdasarkan data yang diperoleh dari KP-PBB ini, 

realisasi tunggakan ditargetkan minimal sebesar Rp 4.686.919.000. Sedangkan 

realisasi penerimaan PBB sementara hingga minggu pertama Juni 2007 sebesar

Rp 7,3 miliar, dan Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 17 

miliar dari target total 2007 Rp 97 miliar.6 Terhadap tunggakan pajak dimaksud 

perlu dilaksanakan tindakan tegas yaitu tindakan penagihan pajak yang

mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi 

strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian 

terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat 

perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan sistem self assessment yang berlaku 

dalam hukum perpajakan di Indonesia, maka penagihan pajak yang dilaksanakan

Penunggak Pajak Diancam Kurungan 3 bulan”, Iyan, http://www.kola bogor.go.id, 15 Juni 2007.

http://www.kola
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secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk 

meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-undang dan tiap 

jenis pajak tersebut diatur melalui Undang-undang yang berbeda. Meskipun diatur 

dengan Undang-undang yang berbeda, pemungutan pajak ini tetap berpegang 

teguh pada asas-asas yang sesuai dengan keadilan. Sehubungan dengan itu pajak 

harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang dan dilaksanakan oleh pejabat-

pejabat atau petugas-petugas perpajakan. Petugas pajak melakukan pemugutan

pajak sesuai dengan undang-undang dan penanggung pajak mempunyai kesadaran

untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam prakteknya kerjasama ini

sering menimbulkan kepincangan yang dapat menyebabkan terjadinya kendala-

kendala dalam proses pembayaran pajak itu sendiri. Kendala-kendala ini dapat 

disebabkan karena penanggung pajak tidak mampu membayar pajak sebagaimana 

mestinya atau sering adanya keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan

tunggakan pajak.

Masalah pajak merupakan masalah negara dan setiap orang yang 

hidup didalam suatu Negara harus berurusan dengan pajak, oleh karena itu, 

masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam Negara tersebut. 

Masyarakat beranggapan bahwa pajak merupakan beban, sehingga selalu dicari 

upaya untuk melakukan perlawanan terhadap pajak seperti menghindarinya, 

menggelak/ penyelundupan pajak dan melalaikan pajak.
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Adanya upaya penanggung pajak untuk menghindari pajak dan 

keenganan membayar pajak tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara karena 

pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi Negara tidak 

segera masuk ke kas Negara. Padahal kebutuhan Negara untuk membiayai 

kegiatan pemerintah dan pembangunan Negara terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Menghindari diri dari pajak berarti pembayaran pajak mudah dapat 

dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk 

dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang 

dapat dikenakan pajak.7

Contoh dalam praktek menghindari diri dari pajak : Penghindaran diri 

secara yuridis berbentuk perbuatan dengan cara sedemikian rupa, sehingga 

perbuatan yang dilakukan tidak kena penerapan undang-undang pajak, yang 

biasanya perbuatan tersebut merupakan penggunaan atau penyelundupan hukum 

terhadap kekosongan atau ketidakjelasan dari undang-undang yang dimaksud. 

Dengan cara ini, wajib pajak tidak melanggar peraturan perundang-undangan 

secara tegas, sekalipun kadang-kadang dengan jelas berbuat bertentangan dengan 

maksud pembuat undang-undang. Penghindaran diri dari pajak secara yuridis itu 

juga dinamakan penggelakan pajak secara legal, misalnya karena dipungut suatu 

pajak atas “Tempat Dansa Umum”, maka pemilik tempat dansa tersebut 

mendirikan suatu tempat dansa lain yang diberi nama MPerkumpulan Dansa

7 H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Cetakan keempat, Mei 2002, PT. Raja Grafmdo Persada: Jakarta 2002.
halaman 155.
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Pribadr dengan demikian perkumpulan dansa pribadi ini tidak dapat dilaporkan 

sebagai penghasilan dalam formulir Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 

penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria mengelakkan atau penyelundupan 

pajak. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak, 

maka mereka akan berusaha menutup-nutupi harta kekayaan mereka dari 

pantauan petugas pajak. Sehingga petugas pajak sering terkecoh dengan keadaan 

penanggung pajak dan pengalami kesulitan untuk melakukan penagihan.

Penagihan pajak ini di awali dengan penagihan secara pasif yaitu 

dengan cara-cara seperti memberi peringatan dan teguran kepada penanggung 

pajak, apabila dengan cara pasif ini masih tidak adanya niat baik dari penanggung 

pajak untuk membayar pajak maka akan dilakukan penagihan secara aktif yaitu 

dengan surat paksa. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan grosse akta, yaitu putusan pengadilan 

perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.8 Penagihan utang pajak 

dengan surat paksa ini perlu dilakukan untuk mendapat jaminan kepastian 

pembayaran utang pajak. Apabila setelah surat paksa ini diterbitkan, penanggung 

pajak masih belum menunjukan itikad baik untuk melunasi utang pajak maka 

akan dilakukan cara penagihan pajak selanjutnya yaitu penyitaan terhadap 

barang-barang milik penanggung pajak.

Peraturan Pcrundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Umbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Pasal 7Ayat 1.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti segi yuridis 

penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak untuk dijadikan 

jaminan utang pajak-nya kepada Negara dalam bentuk skripsi dengan judul . 

Penyitaan Barang-barang Milik Penanggung Pajak Sebagai 

Pelunasan Utang Pajak.

Jaminan Atas

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang perlu diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur atau tata cara 

penanggung pajak mulai dari penagihan sampai dilakukan penyitaan 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan?

2. Bagaimana peranan Direktorat Jenderal Pajak menghadapi berbagai kendala 

dalam pelaksanaan penyitaan barang-barang milik penaggung pajak?

penyitaan terhadap barang-barang

C. Ruang Lingkup

Penagihan pajak dapat diselesaikan dengan bermacam cara, seperti

penyitaaan. Penyitaan ini dapat dilakukan dalam rangka penagihan utang pajak

jenis pajak apapun. Ruang ligkup dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya 

hanya pada aspek yuridis tentang penyitaan terhadap barang-barang milik 

penanggung pajak, penyitaan ini dilakukan oleh Direkrorat Jenderal Pajak yang 

dilaksanakan oleh Jurusita pajak dalam rangka sebagai jaminan atas pelunasan 

utang pajak yang dalam penelitian ini difokuskan pada pajak-pajak pemerintah

pusat.
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D. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ;

1. Untuk menganalisis dan memahami tata cara penyitaan terhadap barang- 

barang milik penanggung pajak yang terikat utang pajak mulai dari 

dilakukannya penagihan sampai dilaksanakannya penyitaan terhadap barang- 

barang milik penanggung pajak.

2. Untuk menganalisis kendala-kendala yuridis dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi Direktorat Pajak dalam melaksanakan menyitaan serta upaya yang 

dihadapi untuk mengatasi kesulitan dan hambatan tersebut.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah agar skripsi ini

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta mengenai hukum pajak 

berkaitan dengan penagihan utang pajak dan penyitaan terhadap barang- 

barang milik penanggung pajak pada khususnya, sehingga nantinya proses 

pembayaran pajak dan penagihan pajak dapat berjalan lancar dan kedepannya 

tidak menimbulkan utang pajak dan penyitaan terhadap harta kekayaan 

penanggung pajak
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2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman bagi petugas 

pajak dalam menyelesaikan utang pajak dan penyempurna peraturan

perpajakan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah normatif ditunjang dengan data 

empiris, karena penelitian ini tidak hanya meliputi Peraturan Perundang- 

undangan dan bahan-bahan pustaka saja tetapi juga mengenai prakteknya

dilapangan.

2. Bahan Hukum Penelitian

Adapun bahan hukum penelitian dalam skripsi ini berasal dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat yang berupa Peraturan Perundang-undangan,

diantaranya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan

Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-undang Nomor 28 tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, yang meliputi bahan-bahan pustaka, hasil penelitian,

doktrin-doktrin.
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c. Bahan hukum tersier sebagai penunjang yang dapat memberi petunjuk- 

petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Bahasa Indonesia, 

Kamus Hukum, Media Cetak dan media Elektronik seperti internet.

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan

dengan mengkaji atau menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti,

literatur-literatur, artikel ilmiah (hasil karya), buku-buku ilmiah tentang

perpajakan, surat kabar, majalah dan bahan kuliah yang ada hubungan 

dengan masalah yang diteliti, 

b. Penelitian Lapangan (.Field Research)

Yaitu penelitian untuk mendapatkan data-data/ informasi-informasi 

langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung 

dengan responden/ informan. Adapun pihak yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah Bapak Iyan Iskandar, jurusita pajak Kantor Pelayanan 

Pajak Bandar Lampung.
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4. Analisis

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif yaitu

menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan dan dari

lapangan. Kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang diuraikan secara

sistematis dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah

yang akan dijadikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dibahas

dalam skripsi ini.
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